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BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR /8 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA APARATUR NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Menimbang : a.

b.

Mengingat : 1.

23

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas Tahun 2021 Kepada Aparatur Negara Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di
Provinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perpendaharaan Negara;

Un g-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuahgan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Neghta;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

Undang—Und_ang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah; ;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

10.

Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada

Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2021;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12,

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA

APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAL

BARB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
58

3.
4,

10.

LL.

Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagali.
Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja vyang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
rjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
elaksanakan tugas pemerintahan.
ri Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
Tdnjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara

,_gigatur kepada pegawai yang dibayarkan bersamaan dengan

1.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD

rctdedrPejabatPengelola Keuangan Daerah yang bertindak

8 PARAF KOORD'Héﬂm kapasitaq sebagai Bendahara Umum Daerah.

Wl ! el




12. Kuasa Bendahara Umum Daerah vang selanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.

13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas dan rungsi perangkat daerah yang
dipimpinnya.

14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen
Pelaksanaan Anggaran.

15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana atas beban APBD.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara sebagai wujud
penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pzsal 3

(1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri
atas:
a. PNS dan Calon PNS;
b. PPPK; dan
c. Pejabat Negara.
(2) Aparatur Negara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
juga terdiri atas:
a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri atas:
a. Bupati;
b. Wakil Bupati.

Pasal 4

Tunjan¥an Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana

dimaksyd dalam Pasa! 2 tidak diberikan kepada Aparatur Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:

a. cGFLdi luar tanggungan negara; atau

b. sedang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah baik di dalam
maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi
tempat penugasan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
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Pasal 5

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 bagi Aparatur Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdir1 atas:

a. gaji Pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan; dan

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;

sesuai dengan jabatan dan pangkat golongan/ruang.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), paling banyak sebesar
akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan
tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan vang mengatur hak keuangan dan
administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 bagi Calon PNS terdiri atas:

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan; dan

d. tunjangan umum;

sesuai dengan pangkat dan golongan/ruang.

BAB 1lI
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 7

(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh)
hari kerja sebelum tangga! Hari Raya.

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya
dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

(3) Tupjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
selfsar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun
201.

Pasal 8

(1) G;H’Kcriga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat
dibayarkan setelah bulan Juni.

(3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
8. PARAF gdosmINAsatu) bulan ppda bulan Juni 2021.
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(1)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran
dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan
sesual dengan peraturan perundang-undangan dan
ditanggung pemerintah.

Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari
I (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas,
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
dibayarkan hanya 1 (satu) yang jumlahnya lebih besar.

Pasal 10

Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM Tunjangan
Hari Raya kepada Kuasa BUD.

SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat dengan menggunakan jenis SPM Tunjangan
Hari Raya Gaji untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan
keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau
tunjangan umum.

SPM Tunjangan Hari Raya dibuat tersendiri dan terpisah dari
SPM gaji bulanan.

Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk
digunakan untuk nembayaran kekurangan atau susulan
pembayaran Tunjangan Hari Raya.

Pasal 11

Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM Gaji Ketiga
Belas kepada Bendahara Umum Daerah.
SPM Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dengan menggunakan jenis SPM Gaji Ketiga Belas
untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga,
tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan
umum.
SPM Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari
gaji bulanan.

is SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk
digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan
pembayaran Tunjangan Hari Raya.

TL

Pasal 12

Proses pengajuan SPM dan penerbitan SP2D Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

8. PA!EAF {OORDINASI

Pasal 13

1N ) T e galiap ginupngan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan
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Pasal 14

(1) Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian
internal terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan Hari
Raya.

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

Pasal 15
Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
dibebankan pada pada APBD Kabupaten Serdang Bedagai.
BAB IV
@ KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peratura%r@_upati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah

pada tanggal § Ma 202
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

DARMA WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGALI,

T "\-./Q

H. M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGA! TAHUN 2021
NOMOR 22 TAHUN 2021



BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 1§ TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA KERJA SUKARELA DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan
apresiasi atas pelaksanaan tugas serta untuk
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-
tugas Tenaga Kerja Sukarela di Rumah Sakit Umum
Daerah Sultan  Sulaiman, dipandang  perlu
melakukan pemberian honorarium Tenaga Kerja
Sukarela di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan
Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Honorarium
Tenaga Kerja Sukarela di Rumah Sakit Umum Daerah

S@yltan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Kfgtidangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten

Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
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Menetapkan
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10.

11.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN
HONORARIUM TENAGA KERJA SUKARELA DI
RUMAH  SAKIT UMUM DAERAH  SULTAN
&ULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAL

BAB I
/& KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaien Serdang Bedagai.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom. _
. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai.

. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.

. Rumah sakit umum daerah adalah Rumah Sakit Umum

Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
Honorarium Tenaga Kerja Sukarela adalah
penghasilan yang dibayarkan oleh Rurnah Sakit
Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang
Bedagai kepada Tenaga Kerja Sukarela sebagai
imbalan atas tugas dan pekerjaannya.

. Tenaga Kerja Sukarela adalah pegawai yang
dipekerjakan secara sukarela pada Rumah Sakit
Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang
Bedagai, diangkat dan diberhentikman oleh direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman
Kabupaten Serdang Bedagai dan tidak dibiayai pada
beban anggaran honorarium tenaga Lkontrak APBD

Kabupaten Serdang Bedagai.

BABII
KEDUDUKAN DAN HAK

Pasal 2

>naga Kerja Sukarela pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman

abupaten Serdang Begagai berkedudukan sebagai pegawai yang

rrtugas memberikan peldyanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan

ilaiman Kabupaten Serdang Bedagai.

fe

Pasal 3

ak Tenaga Kerja Sukarela adalah menerima honorarium.
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BAB III
HONORARIUM

Pasal 4

(1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan dari

Jjasa pelayanan medis yang diperoleh Rumah Sakit Umum Daerah

Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
(2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratu ribu rupiah) per bulan

dan per orang.

(3)|Ketentuan mengenai mekanisme pembayaran honorarium tertuang

dalam perjanjian kerja antara pihak rumah sakit dengan Tenaga Kerja
Sukarela yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Petaturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ag

r setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah

5%“;% KGG RD;NP QI pada tanggal & ™Ma\ 2071

BUPATI SERDANG BEDAGAI,
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Diundangkan di Sei Rampah

P
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da tanggal $ ™ 201!
KRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

A~ A~—— C W

H. M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI ﬁ&HUN 2021
Nomew. 24



